
e~ng.at I. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi -Jawa 
Barat [Lernbaran Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor l04, Tambahan Lembaran Negan< 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 722); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbemukan 
Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara 
ReoubHk lndnn~~iA Nomnr 5?~4\· 

hang . a. bahwa dengan Lelah ditetapkannya Peraturan Mentt>ri Sosial 
Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan 
unruk melaksanakan ketentuan PasaJ 37 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kescjahtcraan Sosial, perlu adanya kctentuan 
yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan M;nimal 
Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a tesebut diatas, perlu ditctapkan Peraturan Bupati 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

BUPATI BEKASJ 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
Nomor: 6; Tahun 2015 

- BUPATI BEKASI 



7. Peraruran Pemenntah xomor 58 Tahun 2005 reruang Pengelotaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusuna.n dan Penerapan Scrwdar Pelayanan Minimal 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I 50, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

11. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengetolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 6 Tahun 2007 teni,ang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pclayanan 
Minimal; 

13. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal; 

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

15. Peraruran Mcnteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembenrukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pendataan clan Pengelolaan Data Pcnyaodang Masalah 
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan 
Sosial; 

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/Huk/2010 tentang Panduan 
P~rencanaan Pembiayaan Pencapaian Scandar Pelayanan Minimal 
Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Dacrah Kabupaten /Kota; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemcrintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

20. Peraturan Dae rah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupacen Bekasi Tahun 2014 Nomor 8); 



SABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
a. Oaerah adalah Kabupaten Bekasi; 
b. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

lainnya sebagai Penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten 
Bekasi; 

c. Bupati adalah Bupati Bekasi; 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi; 
e. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten 

Bekasi; 
f. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Bekasi; 
g. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah Organisasi/ Lernbaga Pemerintah Oaerah yang 
bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan; 

h. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi; 
t, Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 

rnenjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengarur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakar; 

J· Vrusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 
clisclcnggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten BekaS! 
berkaitan dengan pelayanan dasar; 

k. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang 
[enis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib 
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal; 

I. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang 
Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang 
berhak diperoleh setiap warga secara minimal; 

m. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar 
dan mutlak unruk memenuhi keburuhan dasar masyarakat 
dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan; 

..--~pkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASL 

MEMUTUSKAN: 

21. Perarura.n Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 
rentang Rencana Pembangunan Jangka ~1enengah Oaerah 
(RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6). 



BAB ill 
PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAlAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL 
Pa$8l 3 

(!) Penerapan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 rnerupakan target pelayanan dasar bidang sosial, yang 
meliputi: 
a. Jenis Pelayanan Dasar; 
b. lndikator Kinerja; 
c. Nilai SPM; 
d.' Target tahunan; dan 
e. Satuan Kerja penanggungjawab. 

(2) Jenis pelayanan dasar sebagairnana dimaksud pada ayat (!) 
huruf a mcliputi : 
a. Pclaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah; 
b. Penyediaan sarana clan prasarana sosial skala Daerah; 
c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap 

darurat skala Daerah; dan 
d. Pelaksanaan dan pcngembangan jaminan sosial bagi 

penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak 
potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan 
tidak mampu skala Daerah. 

(3) Pelaksanaan Program/ Kegiatan bidang sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : 
a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Daerah; dan 
b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Daerah. 

BABil 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Penerapan SPM Bidang Sosial, dijadikan acuan bagi Dinas Sosial dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dalam 
menjamin pelaksanaa.n pelayanan dasar rnasyarakat Bidang Sosial. 

(2) Penerapan SPM bidang sosial disusun dalam rangka penydenggi1raan 
urusan wajib Pemerimahan Daerah Kabupaten Bekasi yang berl<aitan 
dengan pelayanan dasar bidang sosial. 

(3) Penerapan SPM Bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bekasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar 
nasional. 

n, lndikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitauf dan 
kuahtaaf yang digunakan uncuk menggambarkan besaran 
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa 
Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar; 

o. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai saruan 
pencapaian kinerja pada tahun yang bersanglnnan; 

p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah atau yang 
selanjumya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bekasi. 



Pasal 4 

( l) Rencana Pencapaian SPM bidang sosial di Jingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara bertahap 
berdasarkan pada anallsis kemampuan dan potensi daerah. 

{2) Rencana Pencapaian SPM bidang Sosial di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolok ukur tingkat 
prestasi kerja pelayanan dasar sosial, 

(3) Rencana Pencapaian SPM bidang sosial di l.ingJrungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target 
tahunan pencapaian SPM bidang sosial. 

(4) 'T~rgel 'Tahu nan sebagamana dimaksud pada ayat (3) 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPOJ, 
Rencana Kerja Saruan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPOJ. 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan 
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD) dan 
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 
SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

L4J Perrvediaan sarana dan prasarana sosiaJ sebagaimana dimaksud 
pada ayar 121 Huruf b meliputi : 
a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Daerah; dan 
b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala 

Dae rah. 
(5} PenangguJangan korban bencana pacla tahap canggap daru.rat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : 
a. Banruan sosial bagi korban bencana skala Daerah; dan 
b. Evakuasi korban bencana skala Daerah. 

(6) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi 
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut uste tidak 
potensial cerlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan 
tidak mampu skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
t21 huruf d melipuri: 
a. Penyandang cacat fisik dan mental skala Daerah; dan 
b. Lanjut usia tidak potensial skala Daerah. 

{7) Ketenruan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar 
pelayanan minimal bidang sosial di lingkungan Pemerintah 
Kabupate.n Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
c, d dan e tercantum dalam larnpiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

18) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (IJ dilakukan sesuai denga,, petunjuk 
ieknis opcrasional penerapan SPM Bidang sosial di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

(9) Ketentuan mengenai petunjuk tcknis operasional penerapan 
pencapaian SPM bidang sosial di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bckasi sebagaimana dimaksud pada ayar {8) 
tcrcanrum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 8 

(1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM 
bidang sosial sebagairnana dirnaksud pada Pasal 7 ayat (2) 
dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan 
dalam penerapan SPM bidang sosial serta pengembangan 
kapasitas pemerintah daerah. 

(2) Pengembangan kapasitas pcmerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) berupa : 
a. Pemberian orientasi umum, petunju.k teknis, bimbingan 

teknis, pendidikan dan pelatihan; 
b.· Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan 

untu.k mencapai spm bidang sosial, termasuk kesenjangan 
pembiayaan; 

c. Penyusunan rencana pencapaian dan penetapan target 
tahunan pencapaian spm bidang sosial: 

d. Penilaian prestasi kerja pencapaian spm bidang sosial; dan 
e. Pelaporan prestasi kerja pencapaian spm bidang sosial 

kepada pernerintah melalui gubemur. 
(3) Pengembangan kapasitas pemcrintah daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan 
keuangan daerah, 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 7 

t 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang Sosial menyampaikan Japoran 
kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang sosial kepada 
Bupati setiap 6 (EnamJ bulan sekali, 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) sebagai bahan 
Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi. 

Pasal6 
Jems pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 
(2). wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab 
sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah. 

Pasal 5 
Saruan kerja pcrarrgkat daerah sebagaimana dimaks.ud p,ada PasaJ 
2 ayat (IJ, melalrukan perencanaan pembiayaan penerapan dan 
pencapaian SPM Bidang Sosial sesuai dengan peraruran 
perundang-undangan yang berlaku. 



.f? _,, BUPATI BEKASI,.., 

ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 2<.l mm 2015 

Pasal 12 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalrun Serita 
Daerah Kabupaten Bekasi. 

BAB VD 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa111 
Hal-ha! yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Bekasi. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 10 
Pem biayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian 
kinerja/ target. pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan 
dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemcrintah 
daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 
(1 l Bupau melakukan pengawasan atas penyelenggaraan 

pelayanan Bidang Sosial yang dilakukan oleh Apararur SKPD 
berdasarkan SPM Bidang Sosial. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani 
pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi 
penerapan dan pencapaian SPM. 


